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PRAKATA

Perkembangan penyelenggaraan peradilan Mahkamah Konstitusi, merupakan
praktik ketatanegaraan yang harus diikuti sebagai potret perkembangan ilmu
hukum Tata Negara. Dinamika penyelenggaraan Peradilan Konstitusi, tidak hanya
terlihat dari konteks kepastian hukum, melainkan juga persepsi keadilan maupun
perlindungan hak konstitusional warga negara, menjadi pendekatan dalam
mengubah atau memperbaharui sistem peradilan, khususnya hukum acara.
Sedangkan, hukum acara dipahami sebagai bentuk pembatasan terhadap
pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dengan pengaturan hukum acara Mahkamah
Konstitusi dalam Undang-Undang menjadi penting bagi esensi prinsip pemisahan
kekuasaan yang diakui Konstitusi maupun esensi pembatasan itu sendiri. Perbedaan
sistem hukum Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, acapkali mempengaruhi
cara pandang (perspektif) terhadap keberlakuan, daya ikat, maupun konsistensi
terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga, menjadi
menarik untuk didiskusikan guna menambah khazanah keilmuan.

Buku ini disusun, dengan maksud memberikan pengetahuan tambahan kepada para
Dosen, Mahasiswa, maupun praktisi hukum yang selama ini menaruh perhatian
terhadap pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Semoga buku ini, juga
dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian hukum kedepan, sehingga
diharapkan merebaknya karya-karya baru yang dapat dilahirkan setelah membaca
buku ini.

Kami pun menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna, karena hakekatnya
kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Segala masukan atau saran
menjadi hal yang sangat berarti bagi Penulis, dalam pengembangan keilmuan
khususnya pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi kedepan.

Terima kasih kami haturkan kepada para pihak, baik secara langsung maupun tidak
langsung telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan buku ini,

semoga Tuhan Yang Maha Esa, membalas kebaikan bapak/ibu dan
saudara/saudari sekalian.

Jakarta, Juli 2021

Penulis
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BAB 1
MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hadir Lembaga
negara baru yaki Mahkamah Konstitusi, selain Dewan Perwakilan Daerah dan
Komisi Yudisial. Sebelumnya, pelaku kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.
Sedangkan setelah amandemen, Ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945, mengalami
perubahan, yang menentukan:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan ole

(3) h sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pelaku kekuasaan kehakiman tidak lagi dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan dibawahnya namun juga oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, Undang-Undang Dasar
juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutus
pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

Gagasan mengenai lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dalam

menguji undang-undang sebenarnya telah muncul dalam pidato Muhammad Yamin
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BAB II
PERKEMBANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

2.1. Pengaturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945, menentukan bahwa pengangkatan dan
pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta lainnya tentang Mahkamah
Konstitusi diatur dengan undang-undang. Pengaturan Mahkamah Konstitusi diatur
lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (telah dibatalkan dan
dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-
2/PUU-XI1/2014)%%; dan terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, mengatur beberapa bab
pokok diantaranya:

a. Kedudukan dan Susunan;

2Sejak hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU MK menjadi Undang-
Undang beserta lampirannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan
MK Nomor 1-2/PUU-XI1/2014. Lihat lebih lanjut dalam: Nuzul Qur’aini, et.al., 2018, Anotasi Undang-
Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi
Undang-Undang, Cetakan Pertama, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Jakarta, h. 1-22.
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permohonan dicatat dalam BRPK (Pasal 84 UU MK dan Pasal 19 ayat (1) PMK
21/2009). Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib
disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta bersifat final

secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan

(Pasal 85 UU MK dan Pasal 19 ayat (4)-(5) PMK 21/2009).127

BAB III
PENGATURAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
DI NEGARA LAIN

3.1. Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jerman

Dalam Pasal 92, Grundgesetz (Konstitusi Jerman), menyatakan kekuasaan
kehakiman berada ditangan hakim, oleh Mahkamah Konstitusi Federal, oleh
pengadilan federal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan oleh pengadilan

negara bagian (Lander).

127 Farid Wajdi & Andryan, 2020, Sifat Putusan Impeachment Mahkamah Konstitusi terhadap Status
Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20, No. 3, 301-314, DOI:
http:/ /dx.doi.org/10.30641/ dejure.2020.V20.301-314, h. 307-311.

132
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BAB IV
PENGATURAN HUKUM ACARA MK KEDEPAN

4.1. Beberapa Catatan Atas Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Sampai saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan 3 (tiga)
wewenang dari 4 (empat) wewenang yang dimilikinya, yaitu menguji undang-
undang terhadap UUD 1945 (constitutional review), memutus perselisihan hasil
pemilu, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur oleh UUD.
Sedangkan wewenang MK belum dilaksanakan karena memang sampai saat ini
belum ada permohonan mengenai hal itu, yaitu memutus pembubaran partai
politik. Seiring dengan itu kewajiban MK juga belum dilaksanakan karena saat ini
belum ada permohonan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berisi pendapat
lembaga legislatif ini terkait dengan impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Melihat keberadaan MK dan hasil putusan-putusannya harus diakui banyak hal
positif yang dicapai MK. MK dalam memutus perkara telah banyak membawa
perubahan fundamental terkait berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, MK telah melindungi hak dasar
dalam konstitusi sebagai kesepakatan bersama (general agreement) di mana warga
negara telah diberikan jaminan untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan,
penegakan, serta pemenuhan hak konstitusionalnya.

Kehadiran MK yang telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan
ketatanegaraan Indonesia bukan berarti tidak membutuhkan lagi upaya
menyempurnakan pengaturan hukum acaranya maupun ketentuan lainnya melalui
perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Beberapa permasalahan yang
perlu diselesaikan melalui perubahan UU MK diantaranya adalah:

Pertama, Saat ini beberapa materi muatan yang seharusnya menjadi substansi
Undang-undang tetapi diatur dalam PMK. Misalnya, tindak lanjut Putusan MK
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, berkaitan
dengan 5 (lima) syarat pemohon telah mengalami kerugian yang disebabkan oleh

berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, bersifat kumulatif.
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Alat Bukti

Asas
Check and Balance

Contempt of Court

Dewan Perwakilan
Rakyat
Diktum

Dissenting Opinion

Erga Omnes

Final and Binding

Hak Uji Formil

Hak Uji Materiil

Hakim

Hakim Konstitusi

GLOSARIUM

Apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk
membuktikan benar atau tidaknya sesuatu dalam proses
peradilan.

Suatu kaidah paling dasar.

Mekanisme saling mengawasi antar cabang kekuasaan agar
tidak terjadi pemusatan kekuasaan.

Setiap tindakan dan/perbuatan, baik aktif maupun pasif,
tingkah laku, sikap dan/ucapan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan, yang bermaksud merendahkan kewibawaan,
martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu
dan/atau merintangi sistem serta proses peradilan yang
seharusnya.

Lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi membentuk
undang-undang, anggaran dan pengawasan.

Bagian dari putusan pengadilan yang berisi pertimbangan
hukum.

Pendapat dalam Putusan Pengadilan yang ditulis oleh seorang
hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas
majelis hakim terhadap suatu perkara.

Berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap
orang (toward every one).

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pertama
dan terakhir yang tidak ada upaya hukum untuk mengujinya
lagi.

Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan sudah sesuai berdasarkan cara-cara/prosedur
yang telah ditetapkan.

Hak untuk menguji apakah isi suatu perundang-undangan
sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
derajatnya (Konstitusi).

Seseorang yang mempunyai tugas untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu perkara

jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.
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Hukum Acara
Impeachment

In Casu
Inkonstitusional

Judicial Review

Kementerian

Negara

Kepala Daerah

Keterangan Ahli

Keterangan Saksi

Konstitusi

Legal Reasoning

Legal Standing

Lembaga Negara

Mahkamah
Konstitusi

Norma

Paniter

Hukum mengenai prosedur, panduan, dan tata cara dalam
suatu proses persidangan di Pengadilan.

Sebuah proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif
secara resmi terhadap seorang pejabat tinggi negara.

dalam hal ini, dalam perkara ini.

Melanggar atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Pengujian oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum
yang dkeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, ataupun
yudikatif.

Organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang
dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam bidang
tertentu.

Gubernur, bupati, atau wali kota. Kepala daerah dibantu oleh
seorang wakil kepala daerah. Pasangan kepala daerah dan wakil
kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena
pendidikannya dan atau pengalamannya memiliki keahlian atau
pengetahuan mendalam terhadap suatu bidang.

Keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan
tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat,
dan atau dialaminya sendiri.

Undang-Undang Dasar suatu negara.

Alasan-alasan hukum yang dipakai dalam rangka membuat
keputusan hukum yang meliputi setting ketika putusan hukum
dibuat, proses reasoning dan filosofi hukum (judicial
philosophies).

Keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan
memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk
mengajukan  permohonan penyelesaian perselisihan atau
sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Unsur yang menjalankan fungsi negara, yang bertindak secara
langsung untuk dan atas nama negara, atau hanya menjalankan
fungsi administratif atau penunjang fungsi kelengkapan negara
dalam mencapai tujuannya.

Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-
sama dengan Mahkamah Agung.

Petunjuk atau juga patokan dalam perilaku yang benar dan
pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan
bermasyarakat.

Pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu
hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses
persidangan
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Partai Politik

Pemerintah

Pemilihan Umum

Penasehat Hukum

Persidangan

Presiden

Putusan

Putusan Sela

Trias Politica

Yudikatif

Yurisprudensi

Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki
orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk
membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di
wilayah tertentu.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
untuk memilih Pemimpin.

Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau
berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
Sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang
panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah
Konstitusi.

Presiden merupakan kepala negara atau kepala pemerintahan
yang memegang kekuasaan eksekutif yang dibantu oleh wakil
presiden serta menteri. dan melaksanakan jabatannya selama 5
tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 kali periode
setelahnya.

Pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di
muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak
yang saling berkepentingan.

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya
pemeriksaan pokok.

Teori pemisahan cabang kekuasaan menjadi tiga yakni Legislatif,
Eksekutif dan Yudikatif.

Cabang kekuasaan kehakiman.
Putusan hakim yang menjadi pedoman bagi hakim lain pada

suatu perkara yang belum diatur oleh peraturan perundang-
undangan.
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